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I SALINAN J

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 255 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal161 Peraturan Daerah NomoI' 12

Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kabupaten

AdministrasiKepulauan Seribu;

Mengingat 1. Undang-Undang NomoI' 17 Tahun 2003 tentan9 Keuangan Negara:

2. Undang-Undang NomoI' 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

3. Undang-Undang NomoI' 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaa r ;

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsl
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

5. Undang-Undang NomoI' 12 Tahun 20'1'1 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan:

6. Undang-Undang NomoI' 5 Tahun 2014 tentar 9 Aparatur Sipil Negara;

7. Undang-Undang NomoI' 23 Tahun 2014 ten~i1ng Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang NomoI' 2 Tahun 2014;

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

























































dokumen pelaksanaan
sesuai dengan lingkup

29

d. melaksanakan pengurusan arsip kedinasan (dinamis) antara lain
menyimpan, memelihara, menelusuri dan menghapus arsip
Kabupaten Administrasi;

e. melaksanakan kegiatan satuan administrasi pangkal, dan cabang
tata usaha Kabupaten Administrasi;

f. melaksanakan kegiatan pengadministrasian pimpinan Kabupaten
Administrasi;

g. melaksanakan kegiatan pembinaan ketatausahaan terhadap unit
kerja di wilayah Kabupaten Administrasi;

h. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran sert8
dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Umum dan Protokol
Kabupaten Administrasi;

i. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja.
kegiatan dan akuntabilitas Bagian Umum dan Protokol: dan

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Tata Usaha.

Pasal 33

(1) Subbagian Rumah Tangga merupakan Satuan Kerja Bagian Umull1
dan Protokol dalam kegiatan kerumahtanggaan dan pengelolaan
barang, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gedung kantor
Kabupaten Administrasi termasuk rumah dinas Bupati.

(2) Subbagian Rumah Tangga dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian Umum dan Protokol.

(3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja clan
anggaran Bagian Umum dan Protokol sesuai dengan lingku!;
tugasnya;

b. melaksanaan rencana strategis dan
anggaran Bagian Umum dan Protokol
tugasnya;

c. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan perlengkapani

peralatan/inventaris Kabupaten Administrasi;

d. melaksanakan kegiatan pengadaan, penerimaan, pencatatan.
penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan/peralatan/ IIwentaris
Kabupaten Administrasi;

e. menyusunan perencanaan pembangunan, rehab total. rehab ber'at,
rehab sedang dan rehab ringan gedLng kantor Kabupaten
Administrasi termasuk rumah dinas Bupati;

f. melaksanaan pembangunan. rehab totili, rehab bera!. rellah
sedang dan rehab ringan gedung kantor Kabupaten Administrasi
termasuk rumah dinas Bupati;

g. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan perlengkapan'
peralatan/inventaris kantor termasuk rumah dinas pimpinan
:-<abupaten Administrasi;
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h. melaksanakan kegiatan pemeliharaan, kebersihan, keindahan,
keamanan, ketertiban dan kenyamanan kantor Kabupaten
Administrasi termasuk rumah dinas pimpinan;

i. melaksanakan koordinasi, inventarisasi/pendataan dan penghapusan
barang Kabupaten Administrasi;

j. rnenyampaikan pencatatan pengadaan/pembangunan, penerimaan,
penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan perawatan sertiJ
inventarisasi/pendataan perlengkapan/peralatan/inventaris kepada
Bagian Keuangan untuk dibukukan; dan

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tLigas
Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 34

(1) Subbagian Protokol merupakan Satuan Kerja Bagian Umum dan
Protokol dalam pelaksanaan acara, pengaturan acara, penerimaan
tamu dan perjalanan dinas pimpinan.

(2) Subbagian Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian Umum dan Protokol.

(3) Subbagian Protokol mempunyai tugas;

a. menyusun bahan rencana strategis dan kerja dan anggaran seliC)
dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Umum dan Protoko!
sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Umum dan Protokol sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. mengurus dan melaksanakan acara pimpinan KabLipaten
Administrasi;

d. melaksanakan kegiatan pengaturan acara dan upacara Kabupaten
Administrasi;

e. melaksanakan kegiatan pengaturan acara pimpinan Kabupaten
Administrasi;

f. mengurus perjalanan dinas pimpinan Kabupaten Administrasi:

g. melaksanakan kegiatan pelayanan tamu pimpinan Kabupaten
Administrasi;

h. melaksanakan penjamuan tamu pimpinan Kabupaten Administrasi:

i. mengurus, mempersiapkan dan mengoordinasikan kunjungan
pimpinan daerah lainnya ke wilayah Kabupaten Administrasi;

j. mempersiapkan prasarana dan sarana acara, pelayanan dan
penjamuan tamu pimpinan Kabupaten Administrasi; dan

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tLigas
Subbagian Protokol.

Paragraf 2

Bagian Keuangan

Pasal35

(1) Bagian Keuangan merupakan Unit Kerja Kabupaten Administrilsi
dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Kabupaten Administrasi.
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(2) Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten
Perekonomian, Administrasi dan Pembangunan.

Pasal 36

(1) Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
keuangan Kabupaten Administrasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bagian Keuangan;

b, pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Keuangan;

c, pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran clan
dokumen pelaksanaan anggaran Kabupaten Administrasi;

d, pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
dokumen pelaksanaan anggaran Kabupaten Administrasi;

e, pelaksanaan penatausahaan keuangan Kabupaten Administrasi:

f. pemprosesan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM):

g. penelitian dan pemprosesan pengajuan Surat Permintaclrl
Pembayaran (SPP);

h, penelitian, pengujian kelengkapan persyaratan dan pemprosesan
tagihan belanja Kabupaten Administrasi;

i. penghimpunan dan penyusunan bahar. pertanggungjawaban
keuangan Kabupaten Administrasi;

j, penghimpunan bahan dan penyusunan lapcran keuangan (realisasl
anggaran, neraca dan catatan atas laporar keuangan) Kabupaten
Administrasi;

k. pelaksanaan evaluasi nilai dan manfaat aset Kabupaten Administrasi:

I. pembukuan dan penyusunan akuntansi aset Kabupaten Administrasi:

m. penelitian/pengujian surat pertanggungjawaban keuangan Kabupaten
Administrasi;

n, penghimpunan bahan dan penyusunan laporan kinerja clan
kegiatan Kabupaten Administrasi;

o. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis clan
rencana kerja dan anggaran Bagian Keuangan Kabupaten
Administrasi;

p, mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kegiatan, kinerja
dan akuntabilitas Bagian Keuangan Kabupaten Administrasi:

q. pengelolaan teknologi informasi Kabupaten Administrasi; dan

r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungs:
Bagian Keuangan.

Pasal 37

(1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran merupakan Satuan Kerja
Bagian Keuangan dalam pelaksanaan tugas program dan anggaran.
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(2) Subbagian Perencanaan dan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung Jawab
kepada Kepala Bagian Keuangan.

(3) Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya:

b. melaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Keuangan sesuai dengan Iingkup tugasnya:

c. menghimpun bahan dan menyusun rencana kerja dan anggaran
dan dokumen pelaksanaan anggaran Kabupaten Administrasi:

d. melaksanakan kegiatan pemantauan, pen!Jendalian dan evaluasi
pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Kabupaten
Administrasi;

e. menghimpun bahan dan menyusun laporan kinerja dan kegiatan
Kabupaten Administrasi;

f. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Kabupaten
Administrasi;

g. memberikan bimbingan dan konsultasi penyusunan rencana kerja
dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, laporan kinerja dan
laporan kegiatan terhadap Unit Kerja Kabupaten Administrasi: dan

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tU9as
Subbagian Perencanaan dan Anggaran.

Pasal 38

(1) Subbagian Tata Usaha Keuangan merupakan Satuan Kerja Bagian
Keuangan dalam kegiatan penatausahaan keuangan.

(2) Subbagian Tata Usaha Keuangan dipimpin oleh seorclrlg KepCl:;.'
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggun~1 jaw;''!)
kepada Kepala Bagian Keuangan.

(3) Subbagian Tata Usaha Keuangan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja clan
anggaran Bagian Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya:

b. melaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksana,ln
anggaran Bagian Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya:

c. melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan Kabupaten
Administrasi;

d. menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan
Kabupaten Administrasi;

e. menghimpun bahan dan menyusun laporar, keuangan (realisasi
anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan) KabllpCllen
Administrasi;

f. rnelaksanakan evaluasi nilai dan manfaat aset Kabllpat8n
Arlministrasi;
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g. membukukan dan menyusun akuntansi aset Kabupaten
Administrasi;

h. melaksanakan penelitian, pengujian dan pengesahan surat
pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Administrasi;

i. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan bahan
pertanggungjawaban dan laporan keuangan antara lain realisasi
anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan terhadap unit
kerja Kabupaten Administrasi;

j. menyimpan, memelihara dan menyajikan dokumen
pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Administrasi;

i. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan
rencana kerja dan anggaran Bagian Keuangan;

j. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan. kegiatan.
kinerja dan akuntabilitas Bagian Keuangan: dan

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tug<lo
Subbagian Tata Usaha Keuangan.

Pasal 39

(1) Subbagian Perbendaharaan merupakan Satuan Kerja Bagian Keuangan
dalam pelaksanaan kegiatan perbendaharaan.

(2) Subbagian Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bagian Keuangan.

(3) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dCln
anggaran Bagian Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnyCl;

b. melaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menerima, meneliti dan memproses pengajuan penerbitan/
pencetakan Surat Perintah Membayar (SPM):

d. meneliti dan memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP J

yang diajukan Bendahara;

e. meneliti kelengkapan persyaratan dan mernproses tagihan belanjn
Kabupaten Administrasi:

f. mengelola belanja pegawai Kabupaten Administrasi;

g. mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta konsultasi
teknis terhadap Bendahara;dan

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tuga:·;
Subbagian Perbendaharaan.
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Paragraf 3

Bagian Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 40

(1) Bagian Perekonomian dan Pembangunan merupakan Unit Kerja
Kabupaten Administrasi dalam perumusan kebijakan operClsional.
serta pengoordinasian, pengendalian, pemantauan dan evaluasi
perindustrian dan energi, kelautan, pertanian dan ketahanan pangclll
kepariwisataan dan kebudayaan, perhubungan dan trasportasi, tata
air, perumahan dan gedung Pemerintah Daerah, penataan kota,
kebersihan, pengelolaan lingkungan hidup, koperasi, usaha mikro,
keeil dan menengah serta perdagangan, tenaga kerja dan
transmigrasi, bina marga serta pertamanan dan pemakaman.

(2) Bagian Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh seorang
Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Asisten Perekonomian, Administrasi dan Pembangunan.

Pasal41

(1) Bagian Perekonomian dan Pembangunan mempunyal tugas
melaksanakan perumusan kebijakan operasional serta pengoordinasian.
pengendalian, pemantauan dan evaluasi perindustrian dan energi.
kelautan, pertanian dan ketahanan pangan, kepariwisataan dan
kebudayaan, perhubungan dan trasportasi, tata air, perumahan clan
gedung Pemerintah Daerah, penataan kota, kebersihan, pengelolacJn
Iingkungan hid up, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah 5ert;1
perdagangan, tenaga kerja dan transmigrasi, bina margCl serta
pertamanan dan pemakaman.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bagian Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi •

a, penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bagian Perekonomian dan Pembangunan;

b, pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Perekonomian dan Pembangunan;

c, penghimpunan dan penyiapan bahan p,myusunan kebijakan
operasional bagian perekonomian dan Pembangunan.

d, penyusunan kebijakan operasional perindustrian dan energi,
kelautan, pertanian dan ketahanan pangan, kepariwisataCln dan
kebudayaan, perhubungan dan trasportasi, tata air, perumahan dal,
gedung Pemerintah Daerah, penataan kota, kebersihan.
pengelolaan Iingkungan hidup, koperasi, usaha mikro, keeil dan
menengah serta perdagangan, tenaga kerja dan transmigrasi. hinel
marga serta pertamanan dan pemakaman;

e, pengoordinasian pelaksanaan kebijakan operasional perindustricln
dan energi, kelautan, pertanian dan ketahanan pangal',.
kepariwisataan dan kebudayaan, perhubungan dan trasportasi, tata
air, perumahan dan gedung Pemerintah Daerah, penataan kola.
kebersihan, pengelolaan lingkungan hidur:, koperasi, usaha mikro.
kecil dan menengah serta perdaganqan, tenaga kerja dan
transmigrasi, bina marga serta pertamanan dan pemakamall
Kabupaten Administrasi;
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f. pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perindustrian
dan energi, kelautan, pertanian dan ketahanan pangan.
kepariwisataan dan kebudayaan, perhubungan dan trasportasi. tata
air, perumahan dan gedung Pemerintah Daerah, penataan kota.
kebersihan, pengelolaan lingkungan hidup, koperasi, usaha mikro.
kecil dan menengah, serta perdagangan, tenaga kerja dan
transmigrasi, bina marga serta pertamanan dan pemakamCln
Kabupaten Administrasi;

g. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemantauan dan pengendClliCln
pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggarCln Suku DinCls clan
Kantor Bidang Perekonomian dan Pembangunan KabupClten
Administrasi;

h. pelaksanaan kegiatan pengoordinasian, pemantauan, pengendClliCln
dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas dan Kantor
Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Administmsi:

i. pelaksanaan, koodinasi dan fasilitasi pelaksanaan urUSCln
pemerintahan oleh Dinas atau Badan yang tidak mempunyCli SUkll
Dinas atau Kantor pada Kabupaten AdministrClsi: dan

j. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bagian Perekonomian dan Pembangunan.

PasCll42

(1) Subbagian Perekonomian merupakan Satuan Kerja Bagian
Perekonomian dan Pembangunan dalam pelaksanaCln kegiatiHl
perumusan kebijakan operasional, serta pengoordinasian, pengendalian.
pemantauan dan evaluasi perindustrian dan energi, koperasi. usahcl
mikro, keeil dan menengah serta perdagangan, kepariwisCltaan dan
kebudayaan, usaha perhubungan dan transportasi serta tenaga kerja
dan transmingrasi.

(2) Subbagian Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada KepCll8
Bagian Perekonomian dan Pembangunan.

(3) Subbagian Perekonomian mempunyai tugas :

a. menyusun bahan reneana strategis dan reneana kerja dan
anggaran Bagian Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengCln
Iingkup tugasnya;

b. melaksanaan reneana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Perekonomian dan Pembangunan sesllai dengan
lingkup tugasnya;

e. menghimpun dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan
operasional perindustrian dan energi, koperilsi, usaha mikro. keeil
dan menengah, serta perdagangan, kepariwisataan dan
kebudayaan, usaha perhubungan dan transportasi serta tenaga
kerja dan transmingrasi Kabupaten Administrasi;

d. menyusun bahan kebijakan operasional perindustrian dan energi.
koperasi, usaha mikro, keeil dan menengah serta perdagangan.
kepariwisataan dan kebudayaan, usaha perhubungan dan
transportasi, serta tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten
Administrasi;
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e. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijaksn
operasional perindustrian dan energi, koperasi, usaha mikro. kedl
dan menengah serta perdagangan, kepariwisataan dan
kebudayaan, usaha perhubungan dan transportasi, serta tenaga
kerja dan transmingrasi Kabupaten Administrasi;

f. melaksanakan kegiatan pengendalian, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan operasional perindustrian dan energi,
koperasi, usaha mikro, keeil dan menengah, serta perdagangan.
kepariwisataan dan kebudayaan, usaha perhubungan dan
transportasi, serta tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten
Administrasi;

g. melaksanakan kegiatan fasilitasi pemantauan dan pengendalian
pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas bidang
perekonomian di luar kelautan dan pertanian Kabupaten
Administrasi;

h. melaksanakan kegiatan pengoordinasian, pemantauan, pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi suku dinas bidang
perekonomian di luar kelautan dan pp.rtanian Kabupaten
Administrasi;

i. menghimpun, mengolah, menyajikan, dan melaporkan data dan
informasi pelaksanaan kebijakan operasional perindustrian dan
energi, koperasi, usaha mikro, ked! dan menengah serta
perdagangan, kepariwisataan dan kebudayaan, usaha perhubungan
dan transportasi serta tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten
Administrasi;

j. melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan promo~i

potensi Kabupaten Administrasi;

k. melaksanakan koordinasi dan pemantauan dalam rangka
ketahanan pangan Kabupaten Administrasi;

I. melaksanakan stimulan penyelenggaraan pasar murah;

m. mengoordinasikan penyusunan bahan reneana strategis dClIl
reneana kerja dan anggaran Bagian Perekonomian eli'll:
Pembangunan;

n. mengoordinasikan penyusunan laporaf' keuangan, kegiatal1.
kinerja dan akuntabilitas Bagian Perekonorr.ian dan Pembangunan:

o. melaksanakan kegiatan, koodinasi dan fasilitasi pelaksani'li'ln
urusan pemerintahan oleh Dinas atau Badan bidang perekonomian
yang tidak mempunyai Suku Dinas atau Kantor pada Kabupate;'\
Administrasi; dan

p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Perekonomian.

Pasal43

(1) Subbagian Pembangunan merupakan Satuan Kerja Bagian
Perekonomian dan Pembangunan dalam pelaksanaan kegiatan
perur,lusan kebijakan operasional, serta pengoordinasian, pengend8licll1
pemantauan dan evaluasi bina marga, tata air. penataan kot".
perumahan dan gedung pemerintah daerah, pertamanan dan
pemakaman dan kebersihan.
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(2) Subbagian Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada KepcllZ1
Bagian Perekonomian dan Pembangunan.

(3) Subbagian Pembangunan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengiln
Iingkup tugasnya;

b. melaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan
lingkup tugasnya;

c. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan
operasional bina marga, tata air, penataan kota, perumahan dan
gedung pemerintah daerah, pertamanan dan pemakaman dan
kebersihan Kabupaten Administrasi;

d. menyusun bahan kebijakan operasional bina marga, tata air.
penataan kota, perumahan dan gedung pemerintah daerah.
pertamanan dan pemakaman dan kebersihan Kabupaten
Administrasi;

e. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan
operasional bina marga, tata air, penataan kota. perumahan clan
gedung pemerintah daerah. pertamanan dan pemakaman dan
kebersihan Kabupaten Administrasi;

f. rnelaksanakan kegiatan pengendalian, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan operasional bina marga. tata air, penataan
kota, perumahan dan gedung pemerintah daerah, pertamanan dan
pemakaman dan kebersihan Kabupaten Administrasi;

g. melaksanakan kegiatan fasilitasi pemantauan dan pengenclalian
pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas dan
Kantor bidang pembangunan Kabupaten Administrasi;

h. melaksanakan kegiatan pengoordinasian, pernantauan, pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan tug as dan fungsi suku dinas dan kantor
bina marga, tata air, penataan kota, perumahan dan gedun,1
pemerintah daerah, pertarnanan dan pemakaman dan kebersihan
Kabupaten Administrasi;

i. menghirnpun, mengolah, menyajikan, dan melaporkan cI atel.
informasi pelaksanaan kebijakan operasional bina marga, tata air
penataan kota, perumahan dan gedung pemerintah daeral1 .

pertamanan dan pemakaman dan kebersihan Kabupatell
Administrasi;

j. melaksanakan kegiatan, koodinasi dar. fasilitasi pelaksani1an
urusan pemerintahan oleh Dinas atau Badan bidang pernban,junan
yang tidak mempunyai Suku Dinas atau Kantor pada KabupatFJll
Administrasi;

k. melaksanakan kegiatan pengoordinasian, pemantauan. pengendali,,,,
dan evaluasi kegiatan pembangunan di wilayah Kabupclten
Administrasi;

I. melaksanakan kegiatan koordinasi pengawasan dan pengendalii1ll
pemanfaatan ruang; dan

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tU,F'S
Subbagian Pembangunan
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Pasal44

(1) Subbagian Kelautan merupakan Satuan Kerja Bagian Perekonomian
dan Pembangunan dalam pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan
operasional serta pengoordinasian, pengendalian, pemantauan dan
evaluasi kelautan, pertanian, peternakan, perikanan, lingkungan hidup
dan sumber daya kelautan.

(2) Subbagian Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian Perekonomian dan Pembangunan.

(3) Subbagian Kelautan mempunyai tugas ;

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran bagian perekonomian dan pembangunan sesuai dengan
iingkup tugasnya;

b. melaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan
Iingkup tugasnya;

c. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan
operasional kelautan, pertanian, peternakafl, perikanan. lingkungan
hidup dan sumber daya kelautan Kabupaten Administrasi;

d. menyusun bahan kebijakan operasional kelautan, pertanian,
peternakan, perikanan, Iingkungan hidup, dan sumber daya
kelautan Kabupaten Administrasi;

e, meiaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan
operasional kelautan, pertanian, peternakan, perikanan, lingkllngi1n
hidup dan sumber daya kelautan Kabupaten Administrasi;

f, melaksanakan kegiatan pengendalian, pemantauan dan evaillasi
pelaksanaan kebijakan operasional kelautan, pertanian, peternakan,
perikanan, lingkungan hidup dan sumber daya kelautan Kabllpaten
P.dministrasi;

g. melaksanakan kegiatan fasilitasi pemantauan dan
pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran
Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan
Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi;

h, melaksanakan kegiatan pengoordinasian, pernantauan.
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Suku
Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Kantor
Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi;

i, menghimpun, mengolah, menyajikan dan melaporkan data,
informasi pelaksanaan kebijakan operasional kelautan, pertanian.
peternakan, perikanan, lingkungan hidup dan sumber day,,1
kelautan Kabupaten Administrasi;

J, melaksanakan, koodinasi dan fasilitasi kegiatan tLl~I'IS

pemerintahan yang berhubungan dengan sumber daya kelautan
yang tidak masuk dalam tugas dan fungsi Suku Dinas Kelautan.
Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Kantor Pengelolil
Lingkungan Hidup; dan

k, melaporkan dan mempertanggungjawabKan pelaksanaan tLigas
Subbagian Kelautan,
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Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal45

(1) Kabuppten Administrasi dapat mempunyai Kelompok Jabatan
Fungsional.

(2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi
struktural Kabupaten Administrasi.

Pasal 46

(1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat
fungsional, dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional Kabupaten
Administrasi.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

(3) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksuel pael,l
ayat (2) diangkat oleh Bupati.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional pada Kabupatfjl\
Administrasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan

Inspektorat Pembantu Kabupaten Adrninistrasi

Pasal47

(1) Inspektur Pembantu Kabupaten Administrasi Illerupakan Unit Kerjil
Inspektorat sebagai pelaksana dan perangkat pada Kabupatell
Administrasi dalam pelaksanaan pengawasan pemerintahan eli
Wilayah Kabupaten Administrasi meiiputi Kecamatan dan Kelurahan.
dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Kabupaten yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur dan
secara operasional berkoordinasi dengan Bupati.

(2) Bupati dapat meminta Inspektur Pembantu Kabupaten Administrasi
untuk melaksanakan pengawasan.

Bagian Kesembilan

Kantor Perencanaan Pembangunan Kabupaten Administrasi

Pasal 48

(1) Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aelillinistrasl
sebagai pelaksana dan perangkat pada Kabupaten Administrasi dalcllll
perumusan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan perencanilan
pembangunan dan program serta penganggaran SKPD/UPKD pacic!
Kabupaten Administrasi serta melakukan rengendalian dan evaluilsi
perencanaan pembangunan Kabupaten Adillinistrasi. dipimpin olel1
seorang Kepala Kantor yang secara teknis dan administrasl
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bad an
Perencanaan Pembangunan Daerah dan secara operasiollill
berkoordinasi dengan Bupati.
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(2) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tLigas dan fungsi
kantor Perencanaan Pembangunan Kabupaten secara teknis dan
administrasi disampaikan oleh Kepala Kantor Perencanaan
Pembangunan Kabupaten Administrasi kepada Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan secara operasional
disampaikan oleh Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Administrasi Kepada Bupati.

(3) Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kabupaten Administrasi
diangkat diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepaia Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan pertimbangan dari
Supati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuiuh

Suku Dinas

Pasai 49

(1) Kepala Suku Dinas merupakan Unit Kerja Dinas sebagai pelaksana
dan Perangkat pada Kabupaten Administrasi dalam pelaksanaan
tugas teknis dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas
dan fungsinya, dipimpin oleh Kepala Suku Dinas yang secara teknis
dan administrasi berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Dinas
masing-masing serta secara operasional berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati.

(2) Khusus untuk Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak berkedudukan eli
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak
dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan
fungsi Suku Dinas Pelayanan Pajak, Kepala Suku Dinas Pelayani"m
Pajak dikoordinasikan oleh Bupati.

(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsl
Suku Dinas pada Kabupaten Administra~;i secara teknis dan
administrasi disampaikan oleh Kepala Suku Dinas kepada Kepal:'l
Dinas masing-masing serta secara operas;,)nal disampaikan olell
Kepala Suku Dinas Kepada Bupati.

(4) Kepala Suku Dinas dapat diangkat elan diberhentikan olell Gubernur
atas usul Kepala Dinas masing-masing eleng<Jn pertimbangan BlIpiJti
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Kantor

Pasal 50

(1) Kantor merupakan Unit Kerja Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk
Sadon sebagai Peiaksana dan Perangkat pada Kabupaten
Administrasi dalam pelaksanaan tugas teknis dan pelayanan kepacla
masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. dipimpin
oleh seorang Kepala Kantor yang secara teknis dan aclministrasi
berkedudukan dan bertanggung jawab kep<1da Badan masing-masing.
serta secara opersional berkedudukan di bawah dan bertanggllll!)
jawab kepada Supati.
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(2) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fung5i
Kantor pada Kabupaten Administrasi secara teknis dan administrasi
disampaikan oleh Kepala Kantor kepada Kepada Badan rnasing­
masing serta secara operasional disampaikan oleh Kepala Kantor
Kepada Bupati.

(3) Kepala Suku Dinas dapat diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur
atas usul Kepala Badan masing-masing dengan pertimbangan Bup;;ti
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas

Kantor PTSP Kabupaten Administrasi

Pasal 51

(1) Kantor PTSP Kabupaten merupakan Unit Kerja BPTSP sebagni
Pelaksana dan Perangkat pada Kabupaten Administrasi dalarn
pelaksanaan di Kabupaten Administrasi, Kantor PTSP Kabupaten
dipimpin oleh seorang Kepala Kantor PTSP Kabupaten yang secara
teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta
secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati.

(2) Kepala Kantor PTSP Kabupaten diangkat da," diberhentikan oleh
Gubernur atas usut Kepala Badan Petayanan Terpadu Satu Pintu
dengan pertimbangan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas

Kantor Penanggulangan Bencana Kabupaten

Pasal52

(1) Kantor Penanggulangan Bencana Kabupaten merupakan bag ian dari
BPBD yang secara teknis administrasi berkedudukan di bawah di:m
bertanggung jawab kepada Kepala BPBD, serta secara ti1kti5
operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepi1da
Pelaksana BPBD, Kantor Penanggulangan Bencana Kabupat8n
dipimpin oleh seorang Kepala yang secara ex officio dijabat oleh
Bupati.

(2) Kantor Penanggulangan Bencana Kabupaten sebagai Unit Kerj8
Pelaksana BPBD yang dipirnpin oleh Kepala Pelaksana Kantor
Penanggulangan Bencana Kabupaten yang secara teknis administri1si
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepal;;
Pelaksana BPBD dan secara taktis operasional berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Penanggulan~liln

Bencana Kabupaten.

Bagian Keempatbelas

Satpol PP Kabupaten Admini"lrasi

Pasal 53

(1) Satpol PP Kabupaten Administrasi merupakan Unit kerja Satpol PP
sebagai Pelaksana dan Perangkat pada Kabupaten Adrninistri1si
dalam pelaksanaan operasional kegiatan ketenteraman dan keter-tibarl
dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundan~J­

undangan lainya serta perlindungan masyar?kat di wilayah Kabupaten
Administrasi, dipimpin oleh seorang Kepala Satpol PP Kabupaten
Administrasi yang secara teknis dan adrninistrasi berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP serta
secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati.



42

(2) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Satpol PP Kabupaten Administrasi secara teknis dan administrasi
disampaikan oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Administrasi kepada
Kepala Satpol PP, serta secara operasional disampaikan oleh Kepala
Satpol PP Kabupaten Administrasi Kepada Supati.

(3) Kepala Satpol PP Kabupaten Administrasi dapat diangkat dan
diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Satpol PP dengan
pertimbangan Supati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

Sagian Kelimabelas

Kecamatan

Pasal 54

(1) Kecamatan merupakan perangkat daerah di bavJah Kabupaten
Administrasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan yang
dilimpahkan dari Gubernur dan mengoordinasikan tugas Pemerintah
Daerah, dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Supati melalui Sekretaris Kabupaten
Administrasi.

(2) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungs;
Kecamatan disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Sekretaris
Kabupaten Administrasi.

(3) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Supali
sesuaLdengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sagian Keenambelas

Kelurahan

Pasal 55

(1) Kelurahan merupakan perangkat daerah di bawah Kecamatan dala!l1
pelaksanaan tugas pemerintahan yang dilimpahkan dari Gubernur dan
mengkoordinasikan tugas Pemerintah Daerah di wilayah Kelurahan.
dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Camal.

(2) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Kelurahan disampaikan oleh Lurah kepada Camat.

(3) Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Supati berdasarkan
pendelegasian wewenang dari Gubernur sesuai dengan ketentucHl
peraturan perundang-undangan.

BAS IV

TATA KERJA

Pasal 56

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kabupaten Administrasi
wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang­
undangan.

(2) Supati mengembangkan koordinasi dan kerJa sama dengan SKPD'
UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangkCl
meningkatkan kinerja dan memperlancar pel3ksanaan tugas dC'n
fungsi Kabupaten AdministrasL
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Pasal 57

Seluruh pejabat struktural, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan
pegawai pada Kabupaten Administrasi wajib melaksanakan tugas masing­
masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serlCl
menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisClsi,
simplikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 58

(1) Seluruh pejabat struktural dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional
pada Kabupaten Administrasi wajib memimpin, mengoordinasikan.
mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk
pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing­
masing.

'(2) Seluruh pejabat struktural, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan
pegawai pada Kabupaten Administrasi wajib mengikuti dan mematuhi
perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Seluruh pejabat struktural dan Ketua Kelompok Jabatan FungsionClI p21c1a
Kabupaten Administrasi wajib mengawasi dan mengendalikan pelakscHl<1an
tugas bawahan masing-masing serla mengambil langkah-langkah ynn,J
diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikClsi
penyimpangan.

Pasal50

(1) Seluruh pejabat struktural, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan
pegawai pada Kabupaten Administrasi wajib menyampaikan laporclll
pelaksanaan tugas, kepada atasan masing-rnasing sesuai denoan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahsn
pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal51

(1) Bupati karena kedudukannya sebagai pimpinan Pemerintahsll
Kabupaten Admimistrasi berwenang melakukan penilaian SasClrall
Kinerja Pegawai (SKP) terhadap Inspektur Pembantu Kabupaten
Administrasi, Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kabupaten
Administrasi, Kepala Suku Dinas, Kepala Kantor, Kepala Kantor PTSP
Kabupaten Administrasi, Pelaksana Kantor Penangulangan Bencan:1
Kabupaten Administrasi dan Kepala Satpol PP Kabupaten Administrasi.

(2) Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksucl padil
ayat (1) menjadi nilai yang dicantumkan oleh pejabat penil<1iim
Inspektur Pembantu Kabupaten Administrasi, KepalCl Kanlo:
Perencanaan Pembangunan Kabupaten Administrasi. KepClla Suku
Dinas, Kepala Kantor dan Kepala Satpol PF··' Kabupaten Adminislrasl
dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
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(3) Perubahan terhadap hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus memperoleh izin tertulis dari Bupati.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 62

(1) Pegawai Negeri Sipil pada Kabupaten Adrninistrasi merupakan
Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :

a. Pegawai Negeri Sipil; dan

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

(2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai
Aparatur Sipil Negara.

(3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Kabupaten Adrninistrasi
mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro
Organisasi dan RB

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 63

(1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Kabupaten Administrasi
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perunclan9­
undangan mengenai keuangan negara/daerah dan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.

Pasal 64

(1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsl
Kabupaten Administrasi merupakan pendapatan daerah.

(2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundan~l­

undangan mengenai keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB VII

ASET

Pasal65

(1) Aset yang dipergunakan oleh Kabupaten Administrasi Seba9<ii
prasarana dan sarana kerja merupakan aset c1aerah dengan status
kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

(2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaiman;,
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuC111
peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara/daeral1
dan ketentuan perundang-undangan men~Jellai pengelolaan barang
milik negara/daerah.
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Pasal 66

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh Kabupaten
Administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan lungsi dalam
bentuk pemberian hibah atau bantuan barang dari pihak ketiga
merupakan penerimaan barang daerah.

(2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
segera dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus sebagai
Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan sebagai
aset daerah.

BAB VIII

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 67

(1) Kabupaten Administrasi menyusun dan menyampaikan laporan
berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain rnelipuli
laporan :

a. kepegawaian;

b. keuangan;

c. barang;

d. kinerja;

e. akuntabilitas; dan

f. kegiatan.

Pasal 68

Dalam rangka akuntabilitas Kabupaten Administrasi mengembangkan sistem
pengendalian internal.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal69

Pengawasan terhadap Kabupaten Administrasi dilaksanakan oleh :

a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara; dan

b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
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BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 70

Formasi Jabatan dan kebutuhan peralatan kerja Kabupaten Administrasi
diatur dengan Peraturan Gubernur, sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan keuangan daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur
Nomor 171 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal72

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62128

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPA~IR@4::l~KUM SEKRETARIAT DAERAH

PROV..~~'~s~~~.~~~~HUSUSIBUKOTAJAKARTA'
iij:' JAVA P.J>,YA '~•..•., .
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"'~'~NIP",~.f1M12281985032003

t+'--.:: -
C1'A P I'\



Lampiran I : Peraturan Gubernur Previnsi Daerah Khusus
Ibuketa Jakarta

Nemer 255 TAHUN 2014

Tanggal 24 Desember 2014
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